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Abstrak
 

Transformasi organisasi pemerintahan yang mengedepankan demokrasi tidak bisa terlepas dari tuntutan

keterbukaan informasi publik serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Maka untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik dalam menyediakan informasi dan

dokumen yang dibutuhkan oleh publik, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengikat seluruh badan publik meliputi Lembaga

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk penyelenggara intelijen negara, khususnya Badan Intelijen

Negara. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kontradiksi antara konsepsi akuntabilitas Keterbukaan

Informasi Publik dengan konsepsi kerahasiaan infromasi intelijen negara, khususnya di Badan Intelijen

Negara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas prinsip good governance dalam

implementasi keterbukaan publik oleh Febrianingsih (2012:150) yang meliputi prinsip akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis deskriptif

analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil

penelitian menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara telah mengimplementasikan keterbukaan informasi

publik dengan membuat kelengkapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang meliputi,

struktur PPID, Standar Operasional Prosedur (SOP), Aplikasi PPID, serta Daftar Informasi Publik (DIP).

Selanjutnya, Badan Intelijen Negara juga telah menerapkan Pasal 17 UU KIP tentang Informasi yang

Dikecualikan. Penelitian menemukan adanya kontradiksi antara keterbukaan informasi publik dengan

kerahasiaan informasi intelijen, terutama dalam penilaian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh

Komisi Informasi Pusat terhadap penyelenggara intelijen negara yang menyatakan kurang informatif bahkan

tidak informatif. Selain itu, kontradiksi terdapat pada kesalahan paradigma publik terkait keterbukaan

informasi publik di lembaga intelijen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, terdapat kontradiksi antara

akuntabilitas keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan intelijen negara, sehingga penyelenggara

intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara tidak mungkin menjadi lembaga yang informatif sesuai

dengan tujuan UU KIP karena tetap harus berpedoman pada kerahasiaan informasi intelijen.

......Government organizations transform that promote democracy cannot be separated from the demands for

public information disclosure and the realization of good governance. So to ensure the accountability and

credibility of public institutions in providing information and documents needed by the public, the

government has issued UU No. 14 Tahun 2008 concerning Disclosure of Public Information which binds all

public agencies including executive, legislative and judicial institutions, including state intelligence

administrators especially State Intelligence Agency. This study aims to prove the contradiction between the

conception of accountability for Public Information Disclosure and the conception of the secrecy of state

intelligence information, especially in the State Intelligence Agency. The theory used in this study is the
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theory of the effectiveness of good governance principles in the implementation of public disclosure by

Febrianingsih (2012: 150) which includes the principles of accountability, transparency, and participation.

This research uses qualitative methods with analytical descriptive analysis design. Data collection

techniques were carried out by interviews, documentation, and literature studies. The results of the study

stated that the State Intelligence Agency had implemented public information disclosure by making the

completeness of the Information Management and Documentation Officer (PPID) which included the PPID

structure, Standard Operating Procedures (SOP), PPID Applications, and the Public Information List (DIP).

Furthermore, the State Intelligence Agency must also implement Pasal 17 UU KIP concerning Exempted

Information. The study found a contradiction between the disclosure of public information and the

confidentiality of intelligence information, especially in the monitoring and evaluation assessment

conducted by the Central Information Commission on state intelligence administrators who stated that they

were not informative or even uninformative. In addition, there is a contradiction in the misunderstanding of

the public paradigm regarding the disclosure of public information in intelligence agencies. The conclusion

of this study is that the implementation of information disclosure is contradictory to the principle of secrecy

of state intelligence, so that state intelligence administrators, especially the State Intelligence Agency, are

unlikely to become institutions with informative assessments because they must still be guided by the

confidentiality of intelligence information.


